
--. 
BUPATI PINRANG 

PROVINS! SUI.AWES! SEI.ATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 11 TAHUN 2023 

TENT ANG 

OROANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAlAI 
l.ATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 8 
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, dan da.lam rangka mengefekblkan 
pelakaanaan tugas dan fungsi pelatihan 
pengembangan kompetensi kerja maka perlu 
membentuk Unit Pelaksana Teknis Ba1ai Latihan 
Ke')a pada Oinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menentapkan 
Peraturan Bupati tcntang Organii;asi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksan.a. Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor J 822); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang 
Aparatur Srpil Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 54941; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daemh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhrr 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pcngganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja 
mcnjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik 
lndonesra Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembnran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminlstrasi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambaha.n Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 56011, sebagaimana telah diubah bcberapa f 

--. 
BUPATI PINRANG 

PROVINS! SUI.AWES! SEI.ATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 11 TAHUN 2023 

TENT ANG 

OROANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAlAI 
l.ATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 8 
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, dan da.lam rangka mengefekblkan 
pelakaanaan tugas dan fungsi pelatihan 
pengembangan kompetensi kerja maka perlu 
membentuk Unit Pelaksana Teknis Ba1ai Latihan 
Ke')a pada Oinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menentapkan 
Peraturan Bupati tcntang Organii;asi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksan.a. Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor J 822); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang 
Aparatur Srpil Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 54941; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daemh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhrr 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pcngganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja 
mcnjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik 
lndonesra Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembnran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminlstrasi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambaha.n Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 56011, sebagaimana telah diubah bcberapa f 



kali terakjur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lcmbaran Negata Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Srpit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Mana1emen Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhlc: Indonesia 
Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambtlhan 
Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
atas Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 
tcntang Perangkat Oaerah (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Ttlhun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraruran Mcnteri Dal.am Negen Nomor 12 Tahun 
2017 ten tang Pcdoman Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang Oinas Unit Pelaksana Teknis Oaerah (Serita 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Oaerah Kabupeten Pinrang (Lembaran Daerah 
Kabupatcn Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). 

MEMlll'USKAN : 

Mcnetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO ORGANISASI DAN TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALA.I l.ATIHAN 
KERJA PAOA DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASJ. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dcngan : 
1. Daerah adalah Kabupatcn Pinrang 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Daerah adaJah Sekretans Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraruran Bupati adal.ah Peraturan Bupati Kabupatcn Pinrang. 
5. Pemerintah Do.croh ado.lah Bupati &ebagai unsur penyelenggam 

Pemcrintahan Daerah yang memimpin pelnksa.naan urusa.n 
pemerintahan yang menjadr kewcnangan daerah otonom. 

6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ko.bupaten 
Pinrang. I 7. Kepala Dinas adalah Ke pal a Din as Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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8. Unit Pelaksana Teknis Balai Labhan Kerja yang selanjutnya disebut 
UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya drsebut Kepa\a UPT 
adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja. 

10. Kelompok jabatan rungsional edaleh kelompok jabatan fungsional 
pada UPT Balai Latihan Kerja, yang melakukan kegiatan Teknis sesuai 
keahlian dan keteramptlan maemg-masmg: 

11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
12. Uraian tugas adalah papa.ran at.au bent.angan at.as semua tugas 

jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang 
jabatan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Pa,aJ 2 
(1) Dengan Peraturan Bupat1 ini dibentuk Balai Latihan Kerja, Kelas A, 

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
(2) UPT Ba.lei Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang 

berada di bawah den bertanggungjawab kepade Kepala Dines. 

BAB III 
SUSUNAN OROANISASI 

Pasal 3 
(II Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdin ates: 

a. Kepala UPT; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kclompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS DAN F'UNGSJ SERTA RINCIAN TUGAS 

Bagian Keaatu 
Kepala Balai Latihan Kerja 

Pasal 4 

(I) Kepala UPT scbagaima.na dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) hurur a 
mempunyat tugas mclaksanakan kegiatan teknis opemsional mcliputi 
kcgiatan Pelatihan Tcknik La3, Pelatihan Kejuruan Tcknik Otomotif, 
Pelatihan Kcjuruan Tckno\ogi lnfonnasi dan Komunikasi, Pelatihan 
Kejuruan Refrigerasi, Pelatihan Kejuruan Garmen Apparel, Pelatihan 
Kejuruan Listrik den Pelatlhan Kejuruan Tata Kccantikan pada Balai 
Latihan Kerja di Jingkungan Bala.i Latihan Kerja. 

(2) Uraian Togas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pads ayat (I) 
meliputi: 
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Pelatihan 

Kejuruan Las (teknik Las F'abrikasi), Pelatihan Kejuruan Teknik 
Otomotif fTeknik Sepeda Motor), Pelatihan Kejuruan Teknologi 
lnformasi den Komunikasi (Office Tools), Pelabhan Kcjuruan 
Refngerasi rreknik Tata Udara/AC-Pendingin), Pelatihan Kejuruan 
Garmen Apparel (Mesin Jahit), Pelatihan Kejuruan Listrik (lnstalasi t 
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Rumah Scderhana), Pclatihan Kcjuruan Tata Rias Wajah pada Unit 
Pclaksana Tcknis Balai Latihan Kcrja; 

b. mcrumuskan, mcnctapkan dan mcngcmbangkan misi Balai Latihan 
Kcrja; 

c. mcnyusun standar opcraslonal prosedur scsuai uraian tugas dan 
melakukan cvaluasi standar opcrasional proscdur sctiap tahnnya; 

d. mcrumuskan, mcnetapkan dan mengcmbangkan visi dan misi Balai 
Latihan Kcrja; 

c. mclakaanakan tujuan yang scharusnya dicapai da1am rangka 
mcndukung pcningkatan mutu lulusan Balai Latihan Kcrja; 

f. mcnyusun rcncana kcrja tahunan yang dinyatakan da1am rcncana 
kcgiatan dan anggaran Balai Latihan Kcrja berdasarkan rcncana 
kcrja jangka mcncngah; 

g. mcnyusun rc:ncana program Balai Lo.tihan Kcrja; 
h. mcnyusun jadwal pclaksanaan kcgiatan Balai Latihan Kcrja 

pcrscmcster dan tahunan; 
1. mclaksanakan kc:g:iatan pclatihan berupa Pclat.lhan Kcjuruan Las 

(tcknik Las Fabrikasi), Pelatihan Kc:juruan Tcknik Otomotif (Tcknik 
Sepeda Motor), Pclatihan Kcjuruan Tcknologi lnfonnasi dan 
Komunikasi (Office Tools), Pclatihan Kcjuruan Rcfrigerasi (Tcknik 
Tata Udara/AC-Pcndingin), Pclatihan Kcjuruan Garmen Apparel 
(Mcsin .Iahrt], Pclatihan Kcjuruan Listrik (lnstalasi Rumah 
Sedcrhana), Pclatihan Kcjuruan Tata Rias Wajah; 

J· mclakukan perbatkan pcralatan pclatihan Kcjuruan Las (tcknik Las 
Fabrikasi), pcralatan pclatihan Kcjuruan Tcknik Otomotif {Tcknik 
Sepeda Motor), pcralatan pclatihan Kcjuruan Teknologi lnfonnasi 
dan Komunikasi (Office Tools), pcralatan pclatihan Kejuruan 
Rcfrigerasi (Tcknik Tata Udara/AC-Pcndingin), pcralatan pclatihan 
Kcjuruan Garmen Apparel (Mcsin Jahit), pcndatan pclatihan 
Kcjuruan Listrik {Instalasi Rumah Sedcrhana), pcralatan pclatihan 
Kejuruan Tata Rias Wajah; 

k. rncnginvcntansasi dan mcngkaji pennasalahan yang berhubungan 
dcngan bldang tugasnya scrta pcmccahan masalah; 

I. mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pclaporan pclaksanaan 
program kcgiatan Balai Lotihan Kcrja; 

m. mcnilai prestasi kcrja staf dalam rangka pcmbinaan dan 
pcngcmbangan karir;dan 

n. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch pimpinan scsuai tugas 
clan fungsinya. 

Bagian Kcdua 
Subbagian Tata Usaha 

Pa,aiS 

(I) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) 
huruf b dipimpin olch Kepala Subbagian Tata Usaha yang mcmpunyai 
tugas mclaksanakan koordmasi dan fasilitasi pembinaan admimstrasi 
kctatausahaan, pcrc:ncanaan, kcuangan, kcpcgawaian, sarana dan 
prasarana scrta rumah tangga Kcpala balai Latihan Kcrjo poda Dinas 
Tenaga Kcrja dan Transmigrasi. 

(2) Uraian 1'ugas Kepala Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud 
pada ayat (10 mcliputi: 
a. mcrumuskan, mcnctapkan dan mcngembangkan misi Balai 

Latihan Kerja; 
b. mcnyusun standar opcrasional prosedur sesuai uraian lugas dan 

mclakukan cvaluasi standar opcrasiona1 prosedur setiap tahnnya; 
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d. mclakukan pcnyusunan rcncana, program dan anggaran Balai 
Latihan Kerja; 

c. mclakukan urusan pcmbukuan, vcnlikasi, pcnghitungan anggaran 
dan pertanggungjawaban anggaran Balai Latihan Kcrja; 

f. mclakukan urusan kcpcgawaian dan pcngembangan pegawai di 
lingkungan Balai Latihan Kcrja; 

g. mcnginvcntarisast dan mcngk.aji pcrmasalahan yang bcrhubungan 
dengan bidang tugasnya serta pcmceahan masalah; 

h. mclaporkan hasd pclaksanaan tugas kcpada pimpinan; 
i. mcnilai prcstasi kcrja staf dalam rangka pcmbinaan dan 

pengcmbangan karir; dan 
J· melaksanakan tugas lam yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kctiga 
Kclompok Jabatan Pungsional dan Pclaksana 

Pa,al 6 
(!) Kclompok Jabatan P\mgsional dan Pelaksana scbagaimana drmaksud 

dalam Pasal 3 eyat {I) huruf c, mempunyai tugas melakukan sebagian 
tugas teknis tertcntu yang telah ditctapkan berdasarkan kctcntuan 
peraturan perundang-undangan. 

(21 Pengangkatan jabatan fungsional dan Pelaksana pada UPT 
dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kcbutuhan dan fonnasi, scrta 
scsuai dcngan kctentuan pcraturan perundang-undangan. 

BAB V 
TATA KERJA 

Bagian Kcsatu 
Pclaksanaan Togas dan F'ungsi 

Pasal 7 
(l) Kcpata UPT dalam mclaksanakan tugaa dan fungsinya bcrdasarkan 

kcbijakan umum yang ditctapkan o\ch Bupati Pinrang scsuai dcngan 
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(2) Kcpala UPI', Kepala Subbagian, PeJabat FUngsional, Pclaksana, dan 
scluruh personil dalam Jinglcungan UPT melaksanakan tugas dan 
fungsi scsuai dengan kc:tentuan pcraturan perundang-undangan, scrta 
mcncrapkan prinsip hicrarki, koordinasi, kerjasama, intcrgrasi, 
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, scrta cfektifitas 
dan c:lisiensi. 

(3) Kcpala UPT dan Kcpala Subbagian dalam lingkungan UPT 
mcngcmbangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
pemerintah/11wasta tc:rkait dalam rangka mcningkatkan kinc:rja dan 
mcmpcrlancar pc:laksanaan tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kedua 
Pcngc:ndalian, Evaluasi, Pclaporan dan Pcngawasan 

Pasal 8 
(l) Kcpala UPT dan Kepala Subbagian dalam mc:laksanakan tugasnya 

mc:lakukan pengc:ndalian dan c:valuasi scrta mc:laksanakan rapat 
koord.inasi sceara bcrkala dan/atau scsuai kcbutuhan. 

(2) Kc:pala UPT, Kcpala Subbagian, Pejabat Fungeronal, Pclaksana, dan 
scluruh personil wajib mcmatuhi petunjuk dan arahan pimpinan, 
serta mc:nyampaikan laporan sccara bcrkala dan/atau scsuru I kcbutuhan secara tcpat waktu kepada atasan masing-masing. 
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(3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian me\aksanakan pengawasan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VJ 
K£P€0AWAIAN DAN JAOATAN 

Bagian Kesatu 
Kepegawaian 

Pasal 9 
(II Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang 
pemerintahan yang ditangani. 

Bagian Kedua 
Jabs.tan 

Pasa.l IO 
(1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural e&elon IV.a atau jabatan 

pengawas. 
(2) Kepala Subhegian Tata Usaha merupakan jabs.tan struktural eeejcn 

IV .b a tau jabatan pengawas. 
BAB VU 

PEMBIAYAAN 

Pasal 11 
Pemblayaan untuk mendukung kegiatan UPI' dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Be\anja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
KETENTIJAN PENUTIIP 

Pasal 12 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati lni dengan penempatannya dalain Serita Oaerah 
Kabupaten Pinrang 

Ditet.apkan di Pinrang 
pada tangga.1 , 111t1t 1oi,. 
BUPATI PINRANO, 

IRWAN HAMID 

Oiundangkan di Pinrang 
pada tanggal & -am ,on 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

RAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 11 I 
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